BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan di antaranya :

a. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa
sudah terrealisasi dengan baik atau efektif sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Pada segi pembangunan desa,
pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebanyak 48 % dan sudah
terrealisasi pada tahun anggaran 2019, namun disisi lain belum
memberikan dampak bagi kebutuhan masyarakat desa yang membuat
kurang efektifnya pengelolaan angaran dana desa pada bidang
pembangunan. Sementara pada bidang pemberdayaan dan pembinaan
masyarakat desa hanya prioritaskan pada apsek pembinaan dan penguatan
kelembagaan tanpa memperhatikan kesehatan, pendidikan dan penguatan
ekonomi masyarakat desa. Bidang belum berjalan secara efektif, dimana
BumDes yang seharunta menajdi elemen penting dalam penguatan
produktifitas ekonomi masyarakat desa belum diefektifkan melalaui
anggaran desa Pilolahunga

b. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan dana desa
di desa Pilolahunga, dianataraya faktor Sumber Daya Manusia, dengan

tingkat pendidikan rata-rata SMA sederajat mempengaruhi kompetensi
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c. kinerja aparatur dalam penguasaan IT dan kinerja lainnya. Selain itu faktor
yang berikutnya adalah kurangnya pasrtisipasi masyarakat desa dalam
pemabangunan desa. kebutuhan dasar dan tuntutan yang belum
diakomodir lewat alokasi dana desa membuat masyarakat pasif pada setiap
aspek pembangunan di Desa Pilolahunga
5.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti
memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan kedepan dalam pengelolaan
alokasi dana desa di Desa Pilolahunga antara lain :

a. Perlu adanya sinergitas kepentingan antara berebagi elemen masyarakat
agar tujuan dan pembangunan desa sesuai dengan apa yang menajdi
kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan melalaui alokasi dana desa

b. Untuk memperkuat kompetensi aparatur desa, melalaui pemerintah desa
harus metrancang agenda tahunan melalui pelatihan bagi aparat desa baik
yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun mengikutsertakan aparat

desa pada pelatihan yang dilakukan oleh pihak lain.
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